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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis,
klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi,
Papua Tengah merupakan wilayah rawan bencana yang
dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda
dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya
penanggulangan bencana secara sistematis, terencana,
terkoordinasi dan terpadu;

bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman bencana dan menjamin penanggulangan
bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat
dan pascabencana;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana salah satunya dengan
penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada
wilayahnya; dan

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah
tentang Penanggulangan Bencana;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4441), sebagaimana telah beberapakali
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4638);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasinal Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasinal
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana,;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang
Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan
Rawan Gempa Bumi;
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang
Kawasan Rawan Bencana Longsor;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana
dalam Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1.781);

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 9
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana
dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

Kabupaten adalah Kabupaten di Papua Tengah.

Bupati adalah Bupati di Papua Tengah.
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah
non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat
menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan
yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan
bencana pada tingkat nasional.

Dinas adalah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Papua Tengah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya unsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi Papua Tengah.

. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan  mengganggu  kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam,
tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan,
angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan
karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda
angkasa.

Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia,
kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar
biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman,
epidemik dan wabah.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat
dan teror.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi
prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (early
recovery) dan pasca bencana.

Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam
bencana.
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Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan
kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap
kegiatan masyarakat.

Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,
meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa
dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan
darurat prasarana dan sarana.

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam.
Pemulihan adalah  serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan
hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan
kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat
yang memadai pada wilayah pascabencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah
kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian
bantuan yang disediakan dan digunakan pada
prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera
(early recovery) dan pascabencana.

Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan
darurat.

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah
status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan
peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang
ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau
kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu
Daerah dalam kurun waktu tertentu.

Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang
digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap
prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera
(early recovery) dan/atau pascabencana.

27, Forum..../ 8
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27.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya
disingkat dengan FKDM adalah forum yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah dalam mempermudah koordinasi
dalam penanggulangan bencana.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman bencana;

b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan
menyeluruh;

c. mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya;

d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta
swasta;

e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan
kedermawanan; dan

f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3
Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk
menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan
menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 4
Prinsip dalam penanggulangan bencana di Daerah, m eliputi:
cepat dan tepat;
prioritas;
koordinasi dan keterpaduan;
berdayaguna dan berhasilguna;
transparan dan akuntabel;
kepentingan umum;
proporsionalitas;
. profesionalitas;
kemitraan;
pemberdayaan;
nondiskriminasi; dan
nonproletisi

SRS TR S0 0 o

BAB III
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
penanggulangan bencana
dengan:

a. penjaminan...../9
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penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi
yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan
minimum;

perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
pengurangan  risiko bencana dan = pemanduan
pengurangan  risiko  bencana  melalui  program
pembangunan;

. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan akibat bencana skala Daerah;

. penanggulangan korban bencana skala Daerah; dan

pengalokasian dana penanggulangan bencana yang
memadai dalam APBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam
penanggulangan bencana, meliputi:

a.

b.

C.

penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah,
selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
perencanaan pembangunan yang terpadu dengan unsur
kebijakan penanggulangan bencana;

pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan
bencana dengan provinsi lain dan/atau kabupaten/kota;
pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai
sumber ancaman atau bahaya bencana;

. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan

pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan
alam; dan

Penertiban pengumpulan dan penyaluran sumbangan
bencana yang berbentuk uang dan/atau barang yang
berskala Daerah.

BAB IV
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penanggulangan bencana alam di Daerah dilaksanakan b
erdasarkan:

a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;

b. kelestarian lingkungan hidup;

Ci

pemanfaatan dan efektivitas; dan

d. lingkup luas wilayah.

Pasal 8

Tahapan penanggulangan bencana meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat;

C.

pemulihan segera; dan

d. pascabencana.

Bagian Kedua...../10
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Bagian Kedua
Prabencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9
Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 10
Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
perencanaan penanggulangan bencana;
pengurangan risiko bencana;
pencegahan;
pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
persyaratan analisis risiko bencana;
pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
pendidikan dan pelatihan; dan
. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

TR0 T

Pasal 11

(1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan  pembangunan Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil
analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan
bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.

(3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana,;

b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

c. analisis kemungkinan dampak bencana;

d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan
dampak bencana; dan

f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang
tersedia.

(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyusunannya
dikoordinasikan oleh Dinas, berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh BNPB.

(5) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka
waktu S (lima) tahun.

(6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 2
(dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

(7) Rencana...../11
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(7) Rencana  penanggulangan  bencana  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui
Dinas dengan Keputusan.

Pasal 12

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b, merupakan kegiatan untuk
mengurangi ancaman dan kerentanan serta
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
menghadapi bencana.

(2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

pengenalan dan pemantauan risiko bencana;

perencanaan partisipatif penanggulangan bencana,;

pengembangan budaya sadar bencana;

pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan

penanggulangan bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan

penanggulangan bencana.

(3) Dalam wupaya pengurangan risiko bencana, Dinas
menyusun RAD-PRB.

(4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang
meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha yang dikoordinasi oleh
Dinas.

(5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Kepala Dinas setelah dikoordinasikan dengan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan
dengan mengacu pada RAN-PRB.

(6) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai
dengan kebutuhan.

Qoo

Pasal 13
(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
¢, dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana
dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan:
a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya
atau ancaman bencana;
b. pemantauan terhadap:
1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
2. penggunaan teknologi tinggi;
c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan
pengelolaan lingkungan hidup; dan
d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan
masyarakat.
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Pasal 14
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
d, dilakukan melalui koordinasi, keterpaduan dan
sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan
bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 15

(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan untuk
mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi
atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.

(2) Tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak
lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan
pencegahan dan mitigasi.

(3) Dinas sesuai dengan kewenangannya, melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis
risiko bencana.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilakukan
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.

(2) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta
rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat
di daerah rawan bencana.

(3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan
pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan,
pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar
keselematan.

Pasal 17

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan
kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan
masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat, di dalam maupun di luar negeri.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal,
non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan,
teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 18
(1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h,
merupakan standar yang harus dipenuhi dalam
penanggulangan bencana.
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